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ABSTRAK 
AFDALIS (B111 12 344), PENELANTARAN TANAH HAK MILIK, di 
bawah bimbingan ABRAR SALENG sebagai Pembimbing I dan SRI 
SUSYANTI NUR sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria penelantaran tanah hak 
milik dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap 
penelantaran tanah hak milik. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. 
Peneletian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Sifat 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana data-data 
yang diperoleh tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu: studi kepustakaan 
(library research) dan studi lapangan (field research).Teknis analisis data 
yang dipakai adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tidak ada kriteria tegas 
penelantaran tanah hak milik. Kriteria penelantaran tanah hak milik hanya 
dapat ditemukan dengan mensistemasir unsur-unsur pengertian yang ada 
terkait penelantaran tanah hak milik. Dimana dengan mensistemasir 
unsur-unsur pengertian yang ada, ditemukan bahwa 1). Kriteria 
penelantaran tanah hak milik menurut hukum adat adalah dengan melihat 
langsung kondisi tanah apakah di atas tanah tersebut masih terdapat 
pengusahaan atau tidak, 2). Kriteria penelantaran tanah menurut hukum 
Islam adalah dengan melihat langsung kondisi tanah apakah masih 
produktif atau tidak, 3). Kriteria penelantaran tanah hak milik menurut 
peraturan perundang-undangan adalah a). Harus ada perbuatan yang 
sengaja tidak menggunakan tanah, b). Harus ada perbuatan mengabaikan 
kewajibannya, c). Harus ada jangka waktu tertentu dimana pemegang hak 
mengabaikan kewajibannya. Kedua, pandangan masyarakat terhadap 
penelantaran tanah hak milik berbeda dengan konsep yang ada dalam 
Peraturan Perundang-undangan. Dalam realitas masyarakat keberadaan 
sertifikat tanah dianggap merupakan upaya untuk mencegah tanah hak 
milik menjadi terlantar dan penetapan status tanah hak milik menjadi 
terlantar merupakan sesuatu yang sulit dilakukan sebab dasar hukum 
yang belum tegas. 
 
Kata Kunci: Kriteria, Penelantaran Tanah, Hak Milik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan 
kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya 
sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Dimana dewasa ini tanah 
merupakan salah satu modal utama dalam rangka pembangunan nasional 
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.  
Indonesia sebagai negara yang berlatar belakang agraris, menyadari 
arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan 
masyarakatnya. Bagi petani di pedesaan, tanah berfungsi sebagai tempat 
warga masyarakat bertempat tinggal dan tempat memperoleh 
penghidupan. Bagi warga perkotaan tanah menjadi tempat menjalankan 
segala aktivitas sehari hari.1 Sehingga secara umum tanah merupakan 
sumber hidup dan kehidupan bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai 
fungsi yang sangat strategis baik sebagai sumber daya alam maupun 
sebagai ruang untuk pembangunan. 
Ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan 
tanah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kegiatan 
pembangunan yang terus meningkat, telah menjadikan pengelolaan 
terhadap tanah haruslah berdayaguna untuk kepentingan sebesar-besar 
                                                          
1Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2001, Hukum Adat Indonesia, Cetakan 
Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 172 
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kemakmuran rakyat. Prinsip dasar itu sudah ditetapkan dalam Pasal 33 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA menyebutkan 
bahwa: 
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 
karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.  
Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Hubungan antara bangsa 
Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) 
adalah hubungan yang bersifat abadi. Hubungan yang bersifat abadi 
artinya hubungan Bangsa Indonesia bukan hanya dalam generasi 
sekarang saja tetapi generasi seterusnya. Sehingga keberadaan tanah 
harus dijaga oleh generasi sekarang untuk kemudian diwariskan kepada 
genarasi yangakan datang. Sehubungan dengan itu penyediaan, 
peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu diatur 
agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya 
serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat.  
Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasiladan UUD 
NRI 1945, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad 
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Yamin yang mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum 
(rechtsstaat, govermment of law)2. Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia 
adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang 
menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep 
negara hukum yang dianut Indonesia adalah konsep negara hukum 
kesejahteraan (Welfare State) sebagaimana pendapat Otje Salman dan 
Anto F. Susanto yang menilai bahwa Negara Republik Indonesia pada 
prinsipnya menganut konsep negara hukum kesejahteraan (Welfare 
State)3, sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 
NRI 1945 yang berbunyi:4 
Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia 
Makna dari tujuan negara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 
NRI 1945 alinea keempat tersebut menunjukkan Negara Indonesia 
bercirikan negara hukum (Welfare State), oleh karena itu dalam 
penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah Indonesia harus turut 
serta dalam kehidupan sosial ekonomi rakyatnya dalam rangka mencapai 
kemakmuran rakyat secara adil.  
                                                          
2Sobardo Hamonangan, 2015, Hakikat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh 
Dalam Sistem Pengupahan Pada Perusahaan Perkebunan, Ringkasan Disertasi, 
Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 29 atau dapat juga 
dilihat pada Melkias Hetharia, 2010, Hak Asasi Manusia Suatu Pengembangan Konsep 
Ideal Di Indonesia, Bandung: LoGos Pulishing, hlm. 12-13 
3Ibid, hlm. 151-152 
4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
4 
 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya 
ditugaskan Kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimana kata penguasaan 
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 di atas, menurut penjelasan 
umum UUPA, bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian 
yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan 
dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan yang tertinggi :5 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaannya; 
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas 
(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
Atas dasar konsep kekuasaan seperti diuraikan di atas, negara 
dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan 
sesuatu hak menurut keperluan dan peruntukannya. Salah satu jenis hak 
yang dikenaldalam UUPA yang diberikan kepada warga negara adalah 
hak milik atas tanah. Dimana hak milik atas tanah dalam UUPA Hak Milik 
adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. 
                                                          
5Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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Pemberian hak milik atas tanah ini kepada seseorang atau badan hukum 
disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi yakni menjamin agar hak 
milik tersebut dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.  
Pasal 6 UUPA merumuskan bahwa semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial. Rumusan ini menjadikan pemegang hak milik 
atas tanah mempunyai kewajiban untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan sesuai dengan keadaannya serta sifat dan tujuan 
pemberian haknya agar bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan 
yang mempunyainya maupun bagi masyarakat sekitar dan negara. 
Artinya bahwa terhadap hak milik atas tanah tersebut haruslah 
diusahakan dan tidak boleh dibiarkan tidak produktif ataupun 
diterlantarkan, sebab jika tidak maka hak milik atas tanah ini oleh negara 
dapat dicabut sebagaimana Pasal 27 UUPA yang mengariskan bahwa 
salah satu alasan hapusnya hak milik karena diterlantarkan. Oleh karena 
itu tindakan penelantaran tanah ini haruslah dihindarkan guna 
menghindari efek negatif terhadap tanah.  
Dalam kenyataanya kegiatan penelantaran tanah ini masih sangat 
massif. Dalam laporan kinerja 2014 Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
atau Badan Pertanahan Nasional (BPN)6 disebutkan bahwa hingga akhir 
tahun 2014 terdapat empat juta hectar are tanah terlantar yang terdapat 
                                                          
6Laporan Tahunan 2014 Kementerian Agraria atau Kepala Badan Pertanahan 
Nasional, diakses dari: http://www.bpn.go.id/Portals/0/perencanaan/dokumen-
publik/LAPORANKINERJA2014.pdf, padal tanggal 23 Desember 2015 jam 16:00 
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di Indonesia.7 Keberadaan tanah terlantar ini jika tidak ditangani dengan 
penuh perhatian, hal ini pada gilirannya akan mengganggu jalannya 
pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan 
kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat. Namun 
yang menjadi permasalahan sulitnya realisasi penyelesaian masalah 
penelantaran tanah terlantar hingga saat ini adalah kriteria yang dapat 
dijadikan ukuran bahwa sebidang tanah telah diterlantarkan belumlah 
ditentukan secara tegas. Dalam penjelasan Pasal 27 UUPA yang sudah 
tersebut di atas hanya menyebutkan bahwa tanah diterlantarkan kalau 
dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadannya atau sifat 
dan tujuan daripada haknnya.  
Sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengadakan 
ketentuan-ketentuan yang menetapkan kriteria yang lebih jelas mengenai 
tanah terlantar dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tanah 
terlantar ini sendiri.Penelantaran tanah akan menjadi masalah yang 
sangat kompleks jika tidak segera dicarikan solusinya, oleh sebab itu 
penulis menganggap sangat penting untuk membahas masalah 
penelantaran tanah ini dengan mengangkat judul yaitu: “Penelantaran 
Tanah Hak Milik”. 
                                                          
7Data ini lebih sedikit dibandingkan prediksi awal Direktur Penatagunaan Tanah 
Badan Pertanahan Nasional Budi Mulyanto yang menyatakan bahwa potensi tanah 
terindikasi terlantar mencapai 7,5 juta hectar are. Portal Berita Republika.co.id, Jakarta. 
Potensi tanah Terlantar capai 7,5 juta hectar are. Diakses tanggal 23 Desember 2015 
jam 16:00 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kriteria penelantaran tanah hak milik? 
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penelantaran tanah 
hak milik? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kriteria penelantaran tanah hak milik. 
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penelantaran 
tanah hak milik. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka 
pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu 
pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penelantaran 
tanah hak milik. 
b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka 
khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih 
mendalam mengenai penelantaran tanah khususnya 
penelantaran tanah hak milik. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan kuliah pada 
program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas. 
b. Sebagai masukan terhadap pemerintah dalam penyusunan 
aturan hukum selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak Milik  
1. Pegertian Hak Milik 
 Ketentuan mengenai Hak Milik dalam UUPA  diatur dalam Pasal 16 
ayat (1) hurufa yang mengatur bahwa hak-hak atas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)8 ialah salah satunya hak milik. Yang 
secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. 
Pasal 20 UUPA memberikan pegertian hak milik sebagai hak turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.9 Yang mana dari definisi ini 
dapat dilihat bahwa sifat-sifat Hak Milik adalah:10 
1. Turun-Temurun. 
Artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama 
pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya meninggal dunia, 
maka hak miliknya dapat dilanjutkan olehahli warisnya sepanjang 
memenuhi syarat subyek hak milik. 
                                                          
8 Pasal 4 ayat (1) UUPA mengatur bahwa atas dasar hak menguasai dari negara 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adannya macam-macam hakatas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
hukum. Sedangkan Pasal 2 mengatur terkait terkait hak menguasai negara yang 
didasarkan atas pertimbangan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 
9 Kartini Muljadi dan Gunawan, 2008, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, hlm. 29 
10Aminuddin Salle (Dkk), 2011, Buku Bahan Ajar: Hukum Agraria, Makassar 
Aspublihing, hlm. 109 
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2. Terkuat. 
Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat 
diantara hak-hak lain atas tanah. Tidak mempunyai batas waktu 
tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak 
mudah hapus.  
3. Terpenuh. 
Artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya 
paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, 
dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan 
penggunaan tanahnya lebih luas jika dibandingkan dengan hak 
atas tanah yang lain.   
 Budi Santoso berpendapat bahwa pada hakikatnya sifat Hak Milik 
yang terkuat dan terpenuh tidaklah berarti bahwa Hak Milik merupakan 
hak yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Tetapi 
masih tunduk pada ketentuan yang menyatakan bahwa semua hak atas 
tanah mempunyai fungsi sosial. Kata-kata terkuat dan terpenuh 
dimasukkan untuk membedakan Hak Milik itu dengan hak lainnya semisal 
Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) 
dan hak-hak lainnya yang statusnya lebih “rendah” dari Hak Milik.11 
                                                          
11 Budi Santoso, 2008, Profit Berlipat Dengan Investasi Tanah Dan Rumah (Panduan 
Berinvestasi Yang Tak Pernah Mati), Jakarta: PT Elex media komputindo, hlm. 21 
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Ali Achmad Chomzah memberikan definisi hak milik adalah hak 
turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah 
dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada 
pihak lain.12 Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang 
memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali 
suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut 
(dapat berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, dengan pengecualian 
Hak Guna Usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara 
(sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada 
wargannya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan 
mirip dengan eigendom atas tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yang memberikan kewenangan yang (paling) luas pada 
pemiliknya.13 
Achmad Ali berpendapat bahwa istilah hak milik dalam dunia 
hukum sering juga dipersamakan dengan hak atas kepemilikan. Istilah hak 
atas kepemilikan adalah nomenklatur yang digunakan oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia untuk 
Mentransliterasi istilah Ownership Rights. Dalam teori hukum, hak atas 
kepemilikan kebendaan adalah satu jenis hak kebendaan. Adapun hak 
kebendaan adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang yang 
memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat 
dipertahankan kepada setiap orang. Hak atas kepemilikan digolongkan 
                                                          
12Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 5 
13Ibid, Hlm 30 
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sebagai hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Untuk 
membedakannya dengan hak kebendaan yang bersifat memberikan 
jaminan seperti: hak gadai dan hak hipotik.14 
2. Subyek Hak Milik 
Penjelasan mengenai siapa saja subyek dari hak milik atau siapa 
saja yang boleh memiliki hak milik, ketentuannya dapat kita lihat dalam 
UUPA. Pada Pasal 21UUPA mengatur bahwa hanya warga negara 
Indonesia yang dapat mempunyai hak milik serta badan-badan hukum 
tertentu. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik yaitu 
badan-badan hukum yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 
Tahun 1963, yakni:15 
a) Bank-Bank yang didirikan oleh Negara; 
b) Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan 
berdasarkan UU no.79 Tahun 1958; 
c) Badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial yang ditunjuk 
oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendegar Menteri Agama dan 
Menteri Sosial. 
Artinya bahwa yang dapat mempunyai (subyek hak) tanah hak milik 
adalah: 
                                                          
14Achmad Ali, 2005, Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Bidang Kepemilikan Tanah, 
Jakarta, Komnas HAM, hlm. 9 
15Farida Patittingi, 2012, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, Yogyakarta, 
Rangkang Education, hlm. 120 
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1. Perseorangan 
Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak 
milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA). Dimana berdasarkan hal diatas 
ditentukan bahwa perseorangan yang hanya 
berkewarganegaraan Indonesia yang dapat mempunyai tanah 
hak milik. 
2. Badan-badan hukum  
Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai hak mIlik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) 
UUPA). 
3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Milik. 
 Pemberian hak milik oleh negara kepada pemegang hak milik 
disertai dengan hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban tersebut 
sebagaimana terurai dibawah ini: 
a. Hak Pemegang Hak Milik 
Sebagaimana disebutkan diawal bahwa sifat-sifat daripada hak 
milik yang membedakannya dengan hak lainnya. Hak milik adalah 
hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas 
tanah. Berdasarkan hal ini maka kepada pemegang hak milik 
terdapat hak untuk mewariskan hak milik atas tanahnya kepada ahli 
warisnya serta terhadap hak miliknya pemegang hak milik dapat 
14 
 
mengalihkan hak miliknya sebagai bagian dari sifat terkuat dan 
terpenuh sebagaimana sifat dari hak milik. 
Soedikno Mertokusumo, berpendapat bahwa hak yang melekat 
kepada pemegang hak milik ini dipersamakan dengan wewenang. 
Dimana wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah 
terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu:16 
1. Wewenang Umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah 
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, 
termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di 
atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 
menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih 
tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA). 
2. Wewenang Khusus  
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas 
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya 
sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang 
pada tanah hak milik dapat untuk kepentingan pertanian dan 
atau mendirikan bangunan.  
                                                          
16Aminuddin Salle (Dkk), Op.CIt, hlm. 106-107 
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Urip santoso, berpendapat bahwa hak-hak yang dimiliki oleh 
pemegang hak atas tanah terhadap hak atas tanah, adalah:17 
1. Mempergunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari tanah. 
Kata menggunakan tanah, mengandung pegertian bahwa 
pemegang hak atas tanah mempunyai hak menggunakan 
tanahnya untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan 
kata mengambil manfaat dari tanah, mengandung pegertian 
bahwa pemegang hak atas tanah mempuyai hak menggunakan 
tanahnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, 
dan perkebunan. 
2. Mewariskan hak atas atas tanah. 
Pemegang hak atas atas tanah sebagai pewaris berhak 
mewariskan hak atas tanahnya kepada ahli warisnya, sepanjang 
ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah 
dari hak atas tanah yang menjadi obyek pewarisan. 
3. Memindahkan hak atas tanah.  
Pemegang hak atas tanah berhak memindahkan hak atas 
tanahnya dalam bentuk jual beli, hibah, tukar menukar, 
pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), lelang kepada 
pihak lain. 
                                                          
17Urip Santoso, 2011, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 
hlm. 69 
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4. Membebani hak atas tanah dengan Hak Tanggungan.  
Pemegang hak atas tanah berhak menjadikan hak atas tanahnya 
sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan 
kepada kreditor (bank). 
5. Melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah. 
Pemegang hak atas tanah berhak melepaskan atau 
menyerahkan hak atas tanahnya kepada instansi pemerintah 
atau perusahaan swasta dengan pemberian ganti kerugian. 
b. Kewajiban Pemegang Hak Milik 
Sebagaimana disebutkan diawal bahwa pemberian hak milik 
kepada seseorang disertai dengan kewajiban-kewajiban, 
sebagaimana pendapat Urip santoso bahwa pemberian hak milik 
oleh negara disertai dengan kewajiban-kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh pemegang hak atas tanah yakni:18 
a. Mendaftarkan hak atas tanah untuk pertama kali. 
Seseorang yang memiliki eks tanah milik adat yang 
bertanda bukti patok pajak bumi atau kutipan leter C 
berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya melalui 
penegasan konversi atau pengakuan hak ke Kantor 
                                                          
18Urip Santoso, 2011, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 
hlm. 70-71 
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Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan 
Sertifikat Hak Milik. 
b. Mendaftarkan peralihan hak atas tanah. 
Seseorang atau badan hukum yang memperoleh hak atas 
tanah melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, atau lelang 
berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya kepada 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk 
dilakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah 
dalam sertifikat. 
c. Mendaftarkan pembebanan hak atas tanah. 
Kreditor (bank) yang menerima hak atas tanah sebagai 
jaminan utang yang akan dibebani Hak Tanggungan 
berkewajiban mendaftarkan hak atas tanah tersebut 
setelah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan 
Sertifikat Hak Tanggungan. 
d. Mendaftarkan hapusnya hak atas tanah. 
Pemegang hak atas tanah berkewajiban mendaftarkan 
hapusnya hak atas tanah setelah dilaksanakannya 
pelepasan hak atas tanah dengan ganti kerugian untuk 
kepentingan instansi pemerintah atau perusahaan swasta 
18 
 
yang dibuatkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah 
atau Akta Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 
Selian itu UUPA sebagai payung hukum keagrariaan juga 
memberikan kewajiban-kewajiban kepada pemegang hak milik atas 
tanah, sebagaimana diatur dalamPasal-pasal UUPA diantarannya: 
Pasal 6 UUPA mengatur bahwa “Semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi social.” 
Pasal 10 UUPA mengatur bahwa: 
“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu 
hakatas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan 
mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, 
dengan mencegah cara-cara pemerasan”. 
Kemudian Pasal 15 mengatur: 
“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta 
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, 
badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah itu denganm memperhatikan pihak 
yang ekonomi lemah”. Sehingga pemegang hak mempunyai 
kewajiban untuk menggunakan, mengusahakan dan 
memanfaatkan tanahnya sesuai dengan pemberian haknya 
supaya tidak menelantarkan tanahnya dan tidak tergolong 
sebagai tanah terlantar.19 
Selain pengaturan dalam UUPA, terdapat pula kewajiban yang 
harus dilaksanakan oleh pemegang hak milik atas tanah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 103 PMNA/Ka BPN no. 9 Tahun 
                                                          
19Wahyu Ridhoni Fajrian, 2013, Penelantaran Tanah Oleh Badan Hukum Privat Dikaji 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Skripsi, Program Studi Ilmu 
Hukum, Universitas Mataram, hlm. 9 
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1999, mengatur bahwa setiap penerima hak atas tanah harus 
memenuhi kewajiban sebagai berikut:20 
a. Membayar bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) dan 
uang pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Memelihara tanda-tanda batas; 
c. Menggunakan tanah secara optimal; 
d. Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan 
tanah; 
e. Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup; 
f. Kewajiban yang tercantum dalam sertifikatnya. 
4. Teori - Teori Hak Milik 
Hak milik adalah hak yang bersumber dari negara. Hak milik 
diberikan oleh negara semata-mata untuk terciptanya kesejahteraan 
rakyat. Dimana dalam kepustakaan hukum ada beberapa teori-teori terkait 
hak milik itu sendiri. 
Thomas Aquinus berpandangan bahwa pada kenyataan manusia 
adalah citra Tuhan. Hanya dengan hak milik pribadi, manusia bisa 
berkembang menjadi manusia yang penuh sebagai citra Allah.  Dasar 
moral hak milik pribadi adalah bahwa hak milik pribadi memungkinkan 
                                                          
20Aminuddin Salle Op.CIt, hlm.187-188 
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manusia bisa berkembang sebagai manusia, baik secara fisik, psikologis 
dan etis. Dengan menguasai dan mengembangkan hak milik pribadi, 
manusia dapat menunjang dan mengembangkan kehidupan fisiknya dan 
sekaligus berkembang sebagai pribadi secara psikologis dan moral.21 
Samuel Pufendorf (teori Milik Pribadi) bahwa suatu barang adalah 
milik seseorang sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak lagi 
menjadi milik orang lain dengan cara yang sama.  Karena itu, sejak awal 
mula sesunguhnya manusia sudah memiliki barang milik pribadi dan 
bukan hanya milik bersama.  Itu berarti, sejak awal mula manusia sudah 
memiliki hak milik pribadi.22 
John Locke (1632-1702) Teori Hak MIlik Pribadi bahwa adanya hak 
Milik Pribadi bersifat alamiah/kodrati manusia, diturunkan oleh Tuhan dan 
mendasarkan pada prinsip-prinsip moral, bersifat universal yang 
didalamnya mengandung hak untuk hidup dan tuntutan kebahagiaan. Hak 
milik perorangan timbul dari hubungan manusia dengan alam, bukan dari 
hubungan manusia dengan manusia.  Hak milik tidak tergantung pada 
persetujuan orang lain, tetapi timbul karena usaha perorangan.  Meskipun 
alam itu untuk semua manusia, tetapi hak milik atas benda-benda 
termasuk tanah adalah hasil usaha manusia dari bahan-bahan mentah 
yang disediakan oleh alam.  Oleh karena itu hak milik adalah hak alami 
                                                          
21Dikutip Dari Slide Bahan Ajar Hukum Agraria Perairan, Sri Susyanti Nur, Teori-Teori 
Kepemilikan 
22Ibid 
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(natural right) tidak berasal dari negara, yang diusahakan secara 
perorangan yang harus dilindungi oleh negara.23 
Grotius mendalilkan tentang teori Milik bersama dimana bahwa 
secara alamiah, segala sesuatu dalam alam ini adalah milik bersama 
untuk digunakan secara bersama oleh umat manusia.  Maka tidak ada hal 
seperti milik pribadi dalam tatanan alamiah, dan karena itu di mata alam 
tidak ada perbedaan dalam kepemilikan. Hak pribadi hanya diterima 
dalam pengertian hak untuk menggunakan milik bersama. Milik pribadi itu 
diperoleh melalui pekerjaan (occupation) Legitimasi sosialnya muncul dari 
persetujuan bersama. Persetujuan atau hukum positif tidak memberikan 
dan membagikan hak milik pribadi, melainkan hanya mensahkan hak milik 
pribadi yang telah diperoleh melalui kerja seseorang.24 
Beranjak dari teori ini diatas maka pada umumnya teori Grotius 
dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam karya tulis ini. 
Pada pada hakikatnya kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk hak milik 
pada hakikatnya tidaklah bersifat mutlak. Mengingat bahwa terhadap hak 
milik itu sendiri terdapat hak milik bersama yang dalam UUPA disebut hak 
menguasai negara. Sehingga tidak dibenarkan adannya tindakan 
penelantaran tanah karena hak milik tersebut dapat dicabut dan 
dikembalikan kepada negara. 
                                                          
23Ibid 
24Ibid 
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5. Kerangka Pengaturan tentang Hak Milik. 
Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 
September 1960, persoalan mengenai hak milik atas tanah dan segala 
sesuatu yang berkenaan dengan tanah tunduk pada ketentuan tersebut. 
Untuk keperluan tersebut, UUPA telah menggariskan beberapa ketentuan 
pokok tentang hak milik atas tanah dengan disertai suatu amanat untuk 
mengatur lebih lanjut hal tersebut dalam berbagai peraturan 
pelaksanaan.25 
Secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam 
UUPA dijumpai dalam bagian III Bab II pasal 20 sampai pasal 27 yang 
memuat prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah. Selanjutnya, 
dalam pasal 50 ayat (1) ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut 
mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Adanya ketentuan ini, 
sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ini hanya dimuat pokok-
pokoknya saja dari hukum agraria yang baru. Jadi, disini UUPA 
menghendaki hak milik atas tanah diatur lebih lanjut dengan undang-
undang tentang hak milik atas tanah. 
Sekalipun hingga sekarang UUPA sudah berusia 28 tahun undang-
undang mengenai hak milik atas tanah tersebut belum juga ditetapkan. 
Menghadapi hal yang demikian, pembuat UUPA memang sudah 
menyadari dan menyiapkan adanya suatu pasal peralihan sebagaimana 
                                                          
25 Soejono Dan Abdurahman, 2003, Prosedur Pendaftaran Tanah:Tentang Hak Milik, 
Hak Sewa Guna Dan Hak Guna Bangunanan, Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 3-4 
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tersebut dalam Pasal 56 yang menentukan selama undang-undang 
mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat 1 belum 
terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat 
setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah 
yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud 
dalam Pasal 20. Sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan 
ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian, sampai 
sekarang kita masih hidup dalam suasana transisi mengenai hak milik 
atas tanah. 
Secara lebih khusus mengenai terjadi dan hapusnya hak milik atas 
tanah, UUPA menentukan adannya 2 pasal yang berkenaan dengan hal 
tersebut. Mengenai terjadinya hak milik pengaturannya kita jumpai dalam 
pasal 22 UUPA: 
(1) Terjadinnya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
(2) Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 
(1) pasal ini, hak milik terjadi karena: 
a. Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
b. Ketentuan undang-undang. 
Sedangkan mengenai hapusnya hak milik disebutkan dalam pasal 27 
UUPA: 
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Hak milik hapus bila: 
a. Tanahnya jatuh kepada negara; 
1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. 
2. Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya. 
3. Karena diterlantarkan. 
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. 
b. Tanahnya musnah 
Dalam kerangka tersebut UUPA hanya menggariskan mengenai 
terjadinya hak milik dan terhapusnya hak milik atas tanah. Jadi, yang 
diatur hanya menyangkut bagaimana hak milik atas tanah asalnya 
tidak ada sama sekali bisa menjadi ada dan sebaliknya hak milik yang 
semula ada menjadi tidak ada sama sekali, bukan mengatur 
bagaimana seseorang dapat memperoleh hak milik yang sudah ada 
haknya terlebih dahulu atau hanya sekadar mengalihkan haknya 
bukan di tangannya sendiri. Mengenai dua hal yang disebutkan 
terakhir bukan mengenai terjadinya hak milik dan hapusnya hak milik, 
akan tetapi cara memperoleh hak milik dan peralihan hak milik.   
B. Tanah 
1. Pegertian tanah 
Pegertian tanah dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam 
berbagai arti maka dalam penggunaanya perlu diberi batasan, agar 
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diketahui dalam artian apa isitilah tersebut digunakan. Kamus Besar 
Bahasa Indonesia memberikan pegertian tanah antara lain:26 
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 
2. Keadaan bumi disuatu tempat; 
3. Permukaan bumi yang diberi batas; 
4. Bahan-bahan dari bumi, sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, 
napal dan sebagainnya). 
Sedangkan dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari 
bumi, yang disebut permukaan bumi.27 Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 
UUPA, yang mengatur: 
Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain serta badan-badan hukum.  
Supriadi berpendapat bahwa makna permukaan bumi sebagai 
bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. 
Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas permukaan bumi (hak atas 
tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat 
di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang 
dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas 
yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan 
                                                          
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Jakarta: Balai 
Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm. 12 
27 Urip Santoso, 2009, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, 
hlm. 10 
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bangunan yang terdapat diatasnya.28 Dimana lebih lanjut Budi Harsono, 
dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut asas 
accessie atau asas perlekatan. Makna asas perlekatan, yakni bahwa 
bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman yang terdapat di atasnya 
merupakan suatu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari 
tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pegertian 
hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada 
di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan 
pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).29 
A.P. Parlindungan berpendapat bahwa dengan melihat penjelasan 
UUPA maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah itu hanya merupakan 
salah satu bagian dari bumi. Pegertian tanah ini disamakan dengan kata 
land menurut hukum inggris.30 
Sri Susyanti Nur dalam bukunya Bank Tanah membagi pegertian 
tanah dalam beberapa konsepsi yakni: 
a. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Adat 
 Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum 
adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun 
mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan 
                                                          
28 Supriadi, 2007, Hukum Agrarian, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3  
29Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya), Jakarta: Djambatan, hlm. 17 
30A.P.Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah Diindonesia (PP No.24 Tahun 1997) 
Dilengkapi Dengan PP No.37 Tahun 1998, Bandung, CV.Mandar Maju, hlm. 30-31 
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semula, malah terkadang tidak menguntungkan bila dipandang dari 
segi ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan, bahwa tanah 
merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat 
penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat 
tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur 
persekutuan. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat 
merupakan satu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, 
terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber 
pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan ini 
menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk 
menguasai tanah tersebut, memanfaatkanya, memungut hasil dari 
tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap 
binatang-binatang yang ada disitu. Hak masyarakat hukum adat 
atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.31 
  Menurut Sihombing membagi hukum adat menjadi dua jenis, 
yaitu:32 
1. Hukum tanah adat masa lalu 
Ciri-ciri tanah hukum adat masa lampau adalah tanah-tanah 
yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau 
kelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai 
serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun 
                                                          
31 Sri Susyanti Nur, 2010, Bank Tanah, Makassar: As Publishing, hlm. 52 
32Ibid,  hlm 54 
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berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya 
hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada 
dilokasi daerah tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda 
fisik berupa sawah, lading, hutan dan simbol-simbol berupa 
makam, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa daerah 
sesuai daerah yang ada di Negara Republik Indonesia. 
2. Hukum tanah adat masa kini. 
Ciri-ciri tanah hukum adat masa kini adalah tanah-tanah 
yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat adat 
dan masyarakat di daerah pedesaan maupun dikawasan 
perkotaan. Sesuai dengan daerah suku dan budaya 
hukumnya kemudian secara turun-temurun atau telah 
berpindah tangan kepada orang lain dan mempunyai bukti-
bukti kepemilikan serta secara fisik dimiliki atau dikuasai 
sendiri dan atau dikuasai orang/badan hukum. 
b. Tanah dalam Konsepsi Hukum Barat 
Tanah-tanah dengan hak barat yang lazim disebut tanah-tanah 
barat atau tanah-tanah eropa, adalah tanah hak eigendom, tanah 
hak Erfpacht, tanah hak Opstal. Tanah hak sewa, hak pakai, dan 
hak pinjam. Hak Eigendom yang menjadi dasar utama dari hukum 
tanah belanda, yang merupakan hak atas suatu benda yang 
memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada pemiliknya untuk 
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mempergunakan atau mengambil manfaat dari benda itu atau tidak 
mempergunakannya.33 
Kepentingan pribadilah yang menjadi pedoman, bukan kepentingan 
masyarakat. Konsepsi Eigendom yang berpangkal pada kebebasan 
individual, yang membedakannya dengan konsep tanah dalam 
hukum adat Indonesia yang mengutamakan kepentingan 
masyarakat. Konsep penguasaan tanah dalam konsep hukum 
tanah barat berlandaskan pada asas domein verklaring yang 
mengandung prinsip bahwa pemilikan hak atas tanah harus 
dinyatakan dengan alat bukti formal berdasarkan prinsip 
rasionalisme, oleh karena itu jika seseorang tidak dapat 
membuktikannya bahwa tanah yang dikuasainya itu tanah miliknya, 
maka tanah tersebut menjadi milik negara. Hal ini pula yang 
membedakan konsep tanah menurut hukum adat dan menurut 
konsepsi hukum barat. Dalam hukum adat penguasaan atas tanah 
lebih kepada penguasaan secara fisik (legitimate factual) 
sedangkan dalam konsep hukum barat berdasarkan bukti formal. 
c. Tanah dalam Konsepsi Hukum Islam 
 Dalam konsep Islam yang berkaitan dengan bumi, air, ruang 
angkasa serta kekayaan alam yang terkadung didalamnya atau 
segala isi alam semesta ini adalah milik Tuhan yang diamanahkan 
kepada manusia untuk mengelolannya. Tanah dalam konsepsi 
                                                          
33Ibid,  hlm. 56 
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Islam termasuk dalam harta, dimana harta bukan saja milik pribadi, 
tetapi merupakan hak masyarakat. Hak milik atas tanah merupakan 
hubungan manusia dengan tanah yang dibenarkan oleh hukum 
(syara’) sehingga tanah itu khusus baginya dan dapat 
digunakannya untuk kepentingan apapun yang dikehendaki, 
bukanlah berarti hak milik bersifat absolut, melainkan terikat pada 
pembatasan tertentu baik berdasarkan hukum maupun undang-
undang suatu negara.34 
d. Tanah dalam Konsepsi hukum nasional 
 Dengan diundangkannya di dalam Lembaran Negara Nomor 140 
Tahun 1960, maka tanggal 24 september 1960 merupakan tanggal 
mulai berlakunnya  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga terjadi perombakan pada 
hukum agraria Indonesia berupa perubahan hukum agraria yang 
lama menjadi pembangunan hukum agraria baru. 
 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka 
berahirlah dualisme dalam hukum agraria di Indonesia dan 
terselenggaralah unifikasi hukum dimana hukum agraria kita 
selanjutnya didasarkan atau satu sistem hukum adat. Hukum 
agraria tidak dapat terus dipertahankan karena bertentangan 
dengan konsep sosialisme Indonesia yang berdasarkan pancasila, 
                                                          
34Ibid, hlm. 57 
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berjiwa gotong royong dan kekeluargaan. Demikian pula dengan 
sifat dualisme yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa 
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 
Dengan dilandasi bahwa setiap hak milik atas tanah mempunyai 
fungsi sosial yang sangat besar seperti yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka hak-hak atas tanah 
yang lama dikonversikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
konversi yang berlaku yaitu yang terdapat dalam Bab II UUPA. 
2. Hukum Tanah 
Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada 
yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai 
obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah 
sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan 
hukum konkret, beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan 
dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu 
kesatuan yang merupakan satu sistem.35 
Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang 
dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi 
serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang 
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang 
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boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak 
penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di 
antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum 
Tanah.36 
Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah 
Nasional, adalah: 
1. Hak bangsa Indonesia atas tanah; 
2. Hak menguasai dari negara atas tanah; 
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat; 
4. Hak-hak perseorangan, meliputi : 
a. Hak-hak atas tanah. 
b. Wakaf tanah hak milik. 
c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan) 
d. Hak Milik atas satuan rumah susun.37 
Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak 
dengan hak atas tanahnya, ada 2 macam asas dalam Hukum Tanah, 
yaitu: 
a)  Asas Accessie atau Asas Perlekatan 
 Dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah 
merupakan satu kesatuan; bangunan dan tanaman tersebut 
bagian dari tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah dengan 
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sendirinya, karena hukum meliputi juga pemilikan bangunan dan 
tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada 
kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau 
menanamnya. Perbuatan hukum mengenai tanah dengan 
sendirinya karena hukum juga bangunan dan tanaman yang ada 
diatasnya. 
b)  Asas Horizontale Scheiding atau Asas Pemisahan Horizontal 
 Dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah 
bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan 
sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di 
atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan 
sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang punya 
tanah yang ada di atasnya. Jika perbuatan hukumnya 
dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal 
ini secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan 
dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.38 
Oleh karena itu, Hukum Tanah merupakan satu bidang hukum yang 
mandiri dan sebagai Cabang Hukum yang mandiri mempunyai tempat 
sendiri dalam Hukum Tata Nasional. 
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C. Tanah Terlantar 
1. Pegertian Tanah Terlantar 
Pegertian tanah terlantar dapat dilihat dalam berbagai konsepsi 
yakni konsepsi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional. 
a. Pegertian Tanah Terlantar Dalam Konsepsi Hukum Adat. 
Ditinjau dari sudut pandang hukum adat persoalan tanah terlantar 
ini dapat mengandung berbagai makna. Dalam lingkungan suatu hak 
ulayat, setiap warga negara persekutuan mempunyai hak yang sama 
untuk mengerjakan tanah yang ada di lingkungan masyarakat hukumnya. 
Tanah yang diserahkan kepadanya adalah untuk dikerjakan, dan hasil 
kerjanya ini dipandang sebagai investasi yang menjadikan adanya 
hubungan hukum antara seorang penggarap dengan tanah yang 
digarapnya. Semakin banyak investasi yang ditananamkannya pada tanah 
tersebut dalam artian semakin intensif penggarapan yang ia lakukan, 
semakin kuat hubungannya dengan tanah tersebut. Dimana bilamana 
investasinya menjadi berkurang, karena kurangnya penggarapan yang ia 
lakukan maka hubungannya pun menjadi semakin melemah, sehingga 
akhirnya hapus sama sekali. Bilamana ia tidak menggarap sama sekali 
tanah tersebut, yang sekarang dapat kita sebut dengan tindakan 
menelantarkan tanah, maka atas tanahnya pun menjadi hapus.39 
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Chalisah Parlindungan, berpendapat bahwa sifat komunal hak atas 
tanah dalam hukum adat begitu menonjol, sehingga sudah ada istilah-
istilah dari tanah terlantar misalnya di daerah Tapanuli disebut dengan 
nama salipi ni tartar di Sulawesi orang menyebutnya dengan nama tanah 
kebo. Sebenarnya dalam beberapa daerah di Indonesia istilah tanah 
terantar tersebut sudah ada, tetapi tidak secara terinci menyebutnya dan 
sanksi apa yang diberikan oleh Pengetua Adat atau tindakan apa yang 
akan diberikan untuk tanah-tanah terlantar tersebut.40 
Konsep tanah telantar menurut hukum adat dapat ditemukan dalam 
pengertian-pengertian tanah telantar menurut Hukum Adat. Berikut 
pengertian tanah telantar dalam beberapa wilayah Hukum Adat di 
Indonesia:41 
1. Sulawesi Selatan (Bugis) 
Dalam masyarakat Bugis, tanah telantar disebut dengan istilah 
Tona Kabu, Tona Kallanggelung Amo. Adapun kriteria tanah yang 
dikategorikan sebagai tanah tersebut adalah tanah sawah yang 
ditinggalkan selama 10 tahun atau lebih. Hal itu dilihat melalui 
indikasi-indikasi yaitu pematang-pematangnya tidak kelihatan lagi, 
dan semua tanda-tandanya sudah hilang secara keseluruhan. 
                                                          
40Artikel Hukum. Chalisah Parlindungan, Tanah Terlantar menurut peraturan 
pemerintah republic Indonesia No. 36 Tahun 1998 permasalahan-permasalahan yang 
terdapat di lapangan.http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1487/1/hukadm-
chalisah.pdf. Diakses tanggal 25 desember 2015 pukul 19.00 Wita 
 
41 Abdul Malik, 1983, Sejarah Adat Indonesia, Jakarta : Bina Cipta, hlm. 54. 
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2. Bengkulu 
Dalam masyarakat Bengkulu, tanah telantar disebut dengan Tanah 
Sakueh Dajurawi. Adapun yang disebut sebagai Tanah Sakueh 
Dajurawi adalah tanah ladang yang ditinggalkan sesudah menuai. 
3. Jambi 
Dalam masyarakat Jambi, tanah telantar disebut dengan istilah 
Balukar Toewo, yaitu tanah ladang yang ditinggalkan selama 3 
tahun atau lebih. 
4. Sumatera Utara 
Dalam masyarakat Sumatera Utara, tanah telantar disebut dengan 
istilah Soppalan, yaitu tanah bekas yang ditinggalkan dan telah 
ditumbuhi alang-alang, tanah bekas ladang yang belum lama 
ditinggalkan dan telah menjadi semak, tanah yang sengaja 
ditelantarkan untuk penggembalaan ternak masyarakat, dan tanah 
yang baru sekali dibuka kemudian telantar. 
5. Aceh 
Di Aceh, apabila pada sebidang tanah sama sekali tidak ada 
aktivitas pemanfaatan tanah itu selama 3 bulan, maka hak okupasi 
dan hilang tanah kembali kepada hak ulayat. 
6. Maluku 
37 
 
Di Maluku, tanah dinyatakan terlantar apabila dalam jangka waktu 
10-15 tahun tidak dimanfaatkan dan tanah kembali menjadi hak 
pertuanan (ulayat). 
7. Kalimantan Selatan (Banjar) 
Di Kalimantan Selatan, tanah bekas ladang yang ditinggalkan 2 
musim atau lebih akan kembali menjadi padang atau tanah tanpa 
pemilik. 
b. Pegertian Tanah Terlantar Dalam Konsepsi Hukum Islam. 
Dalam konsepsi hukum Islam pegertian tanah terlantar disebut 
dengan nama tanah mawat. Al-Mawat secara etimologi berarti yang mati 
atau lawan dari hidup. Al-mawat memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak 
mempunyai roh atau tanah yang tidak berpenghuni atau tidak seorang pun 
memanfaatkannya. Al-Mawat berarti sesuatu yang tidak mempunyai roh 
dan tanah tidak ada pemilik atasnya.42 
Pengertian tanah al-mawat ini sendiri ada banyak banyak sekali    
definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqih Islam. Diantaranya 
pengertian yang dirumuskan ahli fiqih empat mazhab seperti dikutip 
Awang sebagai berikut:43 
                                                          
42Pangiuk Ambok, “Tanah Terlantar Dalam Hukum dan Kemaslahatan”, 
http://kontekstualita.com. Diakses tanggal 25 desember 2015 pukul 20.00 Wita 
43Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu Vol. 3 No. 1 April 2010, Zainab, kedudukan tanah terlantar 
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//library.pancabudi.ac.id/jurnal_files/0e417dbf9b8dca958874c444522912f07371cbca_2._
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1. Menurut Abu Hanifah, tanah mawat ialah tanah yang berjauhan dari 
sesuatu kawasan yang telah diusahakan dan tiada kedapatan air. 
2. Menurut Mazhab Maliki,  tanah  mawat  ialah  tanah  yang  bebas  
daripada  pemilikan  tertentu  melalui usaha  seseorang  dan  tidak  
ada  tanda-tanda  sebagai  ia  telah  diusahakan. 
3. Menurut al-Mawardi dari Mazhab Syafi’i, tanah mawat ialah tanah 
yang belum diusahakan. 
4. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tanah mawat ialah tanah yang 
diketahui tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak kedapatan tanda-
tanda tanah itu telah diusahakan.  
Sedangkan  menurut  golongan  Syiah  Imamiyah,  tanah  mawat  
ialah  tanah  yang  diatasnya tidak ada kepentingan apapun dan terbiar,  
baik disebabkan oleh ketiadaan air maupun ditenggelami air dan 
sebagainya.44 
Penulis Hukum Islam di Indonesia, diantaranya Lubis  
mengemukakan bahwa tanah  mati  ialah  tanah  yang  tidak  dimiliki  
orang  dan  tidak  dikhususkan untuk  hak umum atau hak khusus. Tanah 
untuk hak umum ialah tanah yang diwakafkan kepada umum, seperti 
tanah wakaf untuk orang miskin, atau tanah yang dijadikan jalan raya. 
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Sedangkan tanah untuk hak khusus misalnya tanah yang diwakafkan 
untuk seseorang seperti untuk si Umar.45 
c. Pegertian Tanah Terlantar Dalam Konsepsi Hukum Nasional. 
Dalam konsepsi hukum nasional pengaturan mengenai tanah 
terlantar dapat ditemukan dalam pasal 27 UUPA, yang berbunyi: 
Hak Milik hapus bila: 
a. Tanahnya jatuh kepada negara,  
1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 
3. Karena diterlatarkan; 
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 
b. Tanahnya musnah 
Serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang 
dalam pasal 2 PP ini menyatakan bahwa Obyek Penertiban tanah 
terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak 
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, 
ataudasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak 
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya atau 
sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaanya. Yang kemudian 
menurunkan aturan teknis berupa Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
                                                          
45Ibid 
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Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara 
Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. 
2. Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar 
Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar diatur dalam PP 
No. 11 / 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 
jo.Peraturan Ka. BPN No. 4/2010 Tentang Tata Cara Pendayagunaan 
Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Yang pada prinsipnya mengatur 
tata cara mengenai prosedur penetapan tanah terlantar, melalui 
serangkaian tindakan seperti: Identifikasi, Penetapan dan Pendayagunaan 
tanah terlantar, sebagaimana dibawah ini: 
1. Objek Penertiban Tanah Terlantar. 
Objek tanah terlantar meliputi bidang tanah yang sudah diberikan 
oleh Negara kepada Pemegang hak berupa : Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan Dasar 
Penguasaan; yang tidak dipergunakan /tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan Pemberiannya / Dasar penguasaannya. 
Pengertian yang dimaksud dengan "tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya" dalam 
peraturan ini adalah: 
a) Pemegang hak Perorangan tidak memiliki kemampuan ekonomi.  
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b) Bagi Instansi Pemerintah karena keterbatasan anggaran Negara / 
Daerah, untuk menggunakan tanah dimaksud sebagaimana 
mestinya. 
2. Identifikasi dan Penelitian. 
Kanwil BPN Provinsi menyiapkan data tanah yang terindikasi 
terlantar, selanjutnya panitia (unsur BPN dan Instansi terkait) 
melaksanakan identifikasi dan penelitian atas objek dimaksud. Identifikasi 
dan penelitian dilaksanakan terhitung 3 Tahun sejak diterbitkannya Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau sejak 
berakhirnya Izin / Keputusan / Surat Dasar Penguasaan, atas tanah dari 
Pejabat yang berwenang. Hasil penelitian Panitia disampaikan kepada 
Kepala Kanwil BPN Provinsi. 
3. Peringatan. 
Apabila hasil penelitian Panitia menyimpulkan terdapat tanah 
terlantar, maka Kakanwil BPN Provinsi secara tertulis memberikan 
Peringatan Pertama ( ke I ) kepada Pemegang hak, agar dalam tempo 1 
Bulan segera menggunakan tanahnya sebagaimana mestinya. Jika 
Peringatan Pertama tidak juga dilaksanakan, segera diikuti Peringatan ke 
II dan ke III (semua surat peringatan dilaporkan ke Kepala BPN RI dan 
Pemegang Hak Tanggungan / Kreditur, jika tanah dimaksud sedang 
terikat Hak Tanggungan). Dan apabilaPeringatan ke III tidak juga direspon 
oleh Pemegang hak, maka Kakanwil BPN Provinsi segera mengusulkan 
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ke Kepala BPN RI untuk menetapkan tanah dimasud sebagai tanah 
terlantar. Selama proses pengusulan sebagai tanah terlantar, status atas 
tanah dimaksud dinyatakan dalam keadaan status quo (tidak dapat 
dilakukan perbuatan hukum apapun). 
4. Penetapan Tanah Terlantar. 
Kepala BPN RI selanjutnya menetapkan tanah dimaksud sebagai 
tanah terlantar, dalam penetapannya Kepala BPN RI juga menetapkan 
hapusnya hak atas tanah tersebut sekaligus juga memutuskan hubungan 
hukum antara tanah dengan pemegang hak, serta menegaskan tanah 
tersebut sebagai tanah Negara, yaitu tanah yang dikuasai secara 
langsung oleh Negara. Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah 
terlantar, dalam jangka waktu 1 bulan wajib dikosongkan oleh bekas 
pemegang hak dari benda-benda yang ada di atasnya dengan biaya 
sendiri, dan apabila bekas pemegang hak tidak memenuhi kewajiban 
tersebut, maka benda-benda yang ada di atas tanah dimaksud tidak lagi 
menjadi miliknya, melainkan dikuasai langsung oleh Negara. 
5. Pendayagunaan. 
Atas objek tanah dimaksud, maka selanjutnya untuk: peruntukkan 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, akan 
didayagunakan untuk kepentingan Masyarakat dan Negara melalui 
Reforma Agraria, yaitu merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup 
penataan sistim politik dan hukum pertanahan serta penataan asset 
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masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Tap MPR RI No. 
IX / MPR/ 2001 dan Pasal 10 UU No. 5 /1960 dan program strategis 
negara antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, 
perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
serta untuk cadangan negara lainnyan antara lain untuk memenuhi 
kebutuhan tanah untuk kepentingan Pemerintah, HANKAM, kebutuhan 
tanah akibat bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat 
yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. 
D. Teori Negara Hukum Kesejahteraan 
Dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat banyak istilah-istilah 
asing yang dipadankan untuk menyebut Negara hukum, diantarannya 
adalah rechtsstaat, etat de roit, the state according to law, legal state 
danthe rule of law. Istilah Negara hukum sering dipadankan dengan istilah 
rechtsstaat dan rule of law.46 
Secara sederhana konsep negara hukum adalah negara yang 
dibangun berdasarkan hukum atau konstitusi yang hendak membatasi 
kekuasaan, dimana Negara hukum lahir secara alami dalam suatu proses 
ketika terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan secara sistematis 
                                                          
46Op. Cit Sobardo Hamonangan, hlm. 26 dapat juga diihat pada Ismail Suny, 1982, 
Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 123 
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oleh penguasa totaliteir atau otoriter sebelumnya dalam suatu 
pemerintahan Negara atau kerajaan yang absolut.47 
Konsep Negara hukum pada dasarnya sudah lama didambakan 
oleh orang sejak zaman yunani yakni ketika Plato menulis buku dengan 
judul Nomos embrio dari gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh 
Plato dengan mengitroduksi konsep Nomos. Dalam konsep Nomos 
tersebut hakikat penyelenggaraan Negara yang baik ialah didasarkan 
pada pengaturan hukum yang baik.48 
Konsep Negara hukum berkembang dari dua konsep yakni konsep 
rechtsstaat yang berawal dari Jerman, dan konsep rule of law yang 
berawal di Inggris. Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum 
kontinental yang disebut civil lawatau modem romen law, sedangkan 
konsep rule of law bertumpu pada sistem hukum commen law. Meskipun 
diantara kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan dari latar 
belakang konsep, akan tetapi kedua konsep tersebut pada dasarnya 
berkenaan dengan perlindungan hak-hak kebebasan sipil dari warga 
Negara, berkenaan dengan hak-hak dasar. Indicator dari suatu Negara 
hukum adalah apabila Negara tersebut memberikan jaminan perlindungan 
hukum kepada setiap wargannya tanpa Negara menekan wargannya.49 
                                                          
47Ibid, hlm. 10 
48Ibid, hlm. 26   
49 Philipus M.Hajon Dkk, 2000, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction 
To The Indonesian Administrative Law), Yogyakarta: Gadha Mada University Press, hlm. 
76 
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Menurut A.V. Dicey bahwa Negara yang berdasarkan hukum (rule 
of law) haruslah memenuhi tiga unsur penting, yaitu:50 
1. Supremasi Hukum (supremacy of the law) tidak adanya kekuasaan 
sewenang-wenang (absence of arbitrary power) dalam arti bahwa 
seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. 
2. Kedudukan yang sama dimuka hukum (equality before the law), hal 
ini berlaku bagi setiap warga Negara.  
3. Terjaminya hak asasi manusia dalam undang-undang atau undang-
undang dasar. 
Berkaitan dengan konsep Negara hukum, Jimly Asshidiqie 
menyatakan ada tiga unsur untuk mengetahui pemerintahan itu 
berkonstitusi, yakni:51 
a) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; 
b) Ketentuan hukum tidak dibuat secara sewenang-wenang; 
c) Memberikan perlindungan dan penghormatan pada hak 
asasi manusia. 
Berdasarkan konsep tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 
Negara hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan 
                                                          
50 Adnan Jamal, 2009, Konfigurasi politik dan hukum institusionalisasi judicial review 
di Indonesia, Makassar: Refleksi. hlm. 24 
51Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: PT 
Buana Ilmu Populer, hlm. 35 
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hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu 
konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang 
diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang 
sama.52 Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, 
ajaran Negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia 
khususnya setelah perang dunia kedua adalah Negara kesejahteraan 
(welfare state). Konsep Negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan 
konsep legal state atau Negara penjaga malam.53 
Konsep Negara kesejahteraan (welfare state) adalah konsep 
dimana Negara ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 
kesejahteraan rakyatnya. Ciri utama Negara dengan Negara 
kesejahteraan (welfare state) adalah munculnya kewajiban pemerintah 
untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi wargannya. Ajaran welfare 
state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthounding, 
yang membatasi peran Negara dan pemerintahan untuk mencampuri 
kehidupan sosial ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi prinsip 
staatsonthounding yang menghendaki Negara dan pemerintah terlibat 
aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai untuk 
                                                          
52Munir Fuady, 2009, Theory Negara Hukum Modern (Rechtsstaat), Bandung, Rafika 
Aditama, hlm. 2 
53Marwati Riza, 2009, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri, 
Makassar, AS Publishing, hlm. 38 
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mewujudkan kesejahteraan umum disamping menjaga keamanan dan 
ketertiban (ruse en orde).54 
Beranjak dari teori hukum kesejahteraan diatas maka Negara 
Republik Indonesia pada hakikatnya harus mendorong kesejahteraan 
rakyatnya dengan memanfaatkan tanah sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa. Dimana ketika kita melihat konstitusi UUD NRI 1945 pada 
Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara insonesia adalah negara 
hukum. Dimana konsep hukum ini diarahkan untuk mencapai 
kesejahteraan sebagaimana amanat alinea keempat UUD NRI 1945. 
                                                          
54Ridwan H.R, 2013, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo 
Persada, hlm. 15-16 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi 
hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Maka yang diteliti 
pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan 
penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. 
B. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif, dimana data-data yang diperoleh nantinya tidak 
berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. 
Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 
kerangka menyusun teori-teori baru.55 
C. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. 
Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena kota Makassar 
                                                          
55Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 
10 
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merupakan kota terbesar di Sulawesi Selatan yang mempunyai 
masalah pertanahan yang sangat kompleks karena pesatnya 
pembangunan didaerah kota dan Kabupaten Maros sebagai salah satu 
kota penyangga Kota Makassar yang mempunyai lahan pertanian 
yang cukup luas. Adapun pertimbangan memilih dua lokasi penelitian 
agar ada perbandingan dua lokasi antara lokasi dengan tingkat 
pembangunan yang meningkat tajam dan lokasi dengan tingkat 
pertanian yang luas. 
D. Jenis Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta 
langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi 
penelitian yang telah disebutkan diatas. 
2. Data Sekunder 
Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang 
diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak 
langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-
undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. Data sekunder di bidang 
hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, 
yaitu: 
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan/hukum positif. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, buku-buku ilmiah 
di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur 
dan hasil penelitian. 
c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, 
indeks kumulatif, dan sebagainya. 
E. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari 
suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas: 
1. Sumber Data Primer 
Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam 
penelitian ini pihak yang terkait yaitu: Pihak Badan Pertanahan Kota 
Makassar dan Kabupaten Maros dan masyarakat sekitar tanah yang 
terindikasi tanah terlantar. 
2. Sumber Data Sekunder 
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Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan 
hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan 
hukum primer, terdiri dari: 
a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan 
hak milik atas tanah dan penelantaran tanah. 
b. Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana. 
c. Literatur dan hasil penelitian. 
F. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu: studi 
kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). 
1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Merupakan teknik pengumupulan data dengan mengumpulkan 
bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan 
pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal 
ini yang menyangkut penerapa sanksi hukum administrasi terhadap 
reklame tanpa izin. 
2. Studi Lapangan (Field Research) 
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
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penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan 
responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan 
permasalahan yang diteliti yaitu pihak Badan Pertanahan Kota Makassar, 
Badan Pertanahan Kabupaten Maros dan Masyarakat sekitar yang 
terindikasi tanah terlantar. 
G. Metode Analisis Data 
Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder 
diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan 
secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 
dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret 
mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan 
kuantitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kriteria Penelantaran Tanah Hak Milik 
 Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.56 Kriteria 
penelantaran tanah hak milik adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian 
atau penetapan suatu bidang tanah hak milik sebagai tanah terlantar. 
Kriteria ini menjadi penting sebab kriteria inilah yang menjadi 
dasar/pedoman dalam menetapkan suatu bidang tanah menjadi terlantar. 
 Untuk mengetahui kriteria penelantaran tanah hak milik 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka terlebih dahulu 
penulis mencari kriteria penelantaran tanah hak milik berdasarkan sudut 
pandang hukum adat dan hukum Islam. Sebagaimana amanat Pasal 5 
UUPA mengatur bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan 
ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan 
bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan 
yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 
                                                          
       56 Op, Cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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1. Kriteria Penelantaran Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat. 
 Sebagaimana pengaturan Pasal 5 UUPA bahwa hukum agraria 
yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, 
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia 
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang 
ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta dengan 
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Yang 
dalam penjelasan pasalnya dijelaskan bahwa hal ini merupakan 
penegasan bahwa hukum adat dihadikan dasar dari hukum agrarian yang 
baru. Memperhatikan ketentuan pasal ini maka untuk mengetahui kriteria 
penelantaran tanah hak milik perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui 
kriteria penelantaran tanah hak milik menurut hukum adat. 
 Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan 
ciri khas tertentu yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam 
menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan 
besifat kekeluargaan.57 Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum 
kebiasaan, artinya kebiasaa-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. 
                                                          
57C. Dewi Wulansari, 2012. Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, PT Refika 
Aditama, Bandung, hal. 4. 
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Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum 
adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.58 
Sebagaimana pembahasan pada tinjauan pustaka bahwa dalam 
masyarakat hukum adat pemberian tanah kepada seseorang 
dimaksudkan untuk dikerjakan, dan hasil kerjanya ini dipandang sebagai 
investasi yang menjadikan adanya hubungan hukum antara seorang 
penggarap dengan tanah yang digarapnya. Semakin banyak investasi 
yang ditananamkannya pada tanah tersebut dalam artian semakin intensif 
penggarapan yang di lakukan, semakin kuat hubungannya dengan tanah 
tersebut. Bilamana investasinya menjadi berkurang, karena kurangnya 
penggarapan yang lakukan maka hubungannya pun menjadi semakin 
melemah, sehingga akhirnya hapus. Bilamana pemilik tanah tidak 
menggarap sama sekali tanah tersebut, yang sekarang dapat kita sebut 
dengan tindakan menelantarkan tanah, maka atas tanahnya pun menjadi 
hapus.59 
Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa kriteria dalam hukum adat 
untuk menentukan suatu hak milik terlantar yaitu dengan melihat langsung 
bentuk pengusaan yang dilakukan oleh pemilk tersebut. Ketika terhadap 
tanah yang dikerjaknnya masih terdapat tindakan pengusahaan maka 
terhadap tanah tersebut belum dapat dikategorikan tanah terlantar. Akan 
tetapi jika sudah tidak ada pengusahaan di atas tanah tersebut maka 
                                                          
58Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Cetakan 
kedua, Alfabeta, Bandung, hal. 22. 
59Ibid 
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terhadapa tanah tersebut sudah dapat dijadikan tanah terlantar. Artinya 
bahwa penelantaran tanah dalam hukum adat lebih mengarah pada 
keadaan fisik tanah yang sudah tidak produktif dan tidak bertuan (karena 
ditinggalkan oleh pemegang haknya). 
2. Kriteria Penelantaran Tanah Hak Milik Menurut Hukum Islam. 
Pasal 5 UUPA mengatur bahwa hukum agraria selain mendasarkan 
diri pada hukum adat juga harus mengindahkan unsur-unsur yang 
bersandar pada hukum agama. Sehingga perlu untuk melihat bagaimana 
kriteria penelantaran tanah hak milik menurut konsep hukum agama 
dalam hal ini hukum agama Islam sebagai unsur yang turut memegaruhi 
pembentukan suatu aturan hukum.  
Sebagaimana pembahasan dalam tinjauan pustaka bahwa secara 
umum dalam hukum Islam tanah terlantar dikenal dengan istilah Al-Mawat. 
Al-Mawat secara etimologi berarti yang mati atau lawan dari hidup. Al-
Mawat memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak mempunyai roh atau tanah 
yang tidak berpenghuni atau tidak seorangpun memanfaatkannya. Dalam 
buku nataij al-Afkar, tanah mati yaitu tanah yang tidak dimanfaatkan 
karena ketiadaan air, serta sulit memanfaatkannya, tidak dimiliki, atau 
terdapat atas tanah tersebut hak milik, tetapi tidak diketahui pemiliknya.60 
                                                          
60Pagiok Ambon, Ihya Al-Mawat Dalam Hukum Islam 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya%C3%A
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Secara terminologi terdapat beberapa pegertian al-mawat yang 
dikemukakan para ulama fikih, ulama syafi’iyah, malikiyah dan hambaliah. 
Ulama fikih mengemukakan definisi al-mawat dalam persepsi tentang 
tanah yang tidak dimiliki dan tidak manfaatkan oleh seseorang. Ulama 
syafi’iyah mendefinisikan sebagai lahan yang belum digarap orang dan 
tidak pula terlarang untuk digarap baik lahan itu jauh dari pemukiman 
maupun dekat. Pengikut mazhab Hambali menyebutkan bahwa al-mawat 
adalah lahan yang tidak diketahui pemiliknya. Dikalangan mazhab hanafi, 
tanah al-mawat tidak hanya diartikan sebagai tanah yang tidak dimiliki 
atau dimanfaatkan, tetapi tanah itu disyaratkan berada di luar 
perkampungan penduduk.61 
Dari hal di atas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak ada 
pembidangan hak sebagaimana dalam hukum nasional yang mengenal 
jenis-jenis hak milik atas tanah. Dalam hukum Islam hak milik atas tanah 
hanya dikenal secara umum sehingga tidak ada kriteria khusus terkait 
penelantaran tanah hak milik62. Dalam hukum Islam penelantaran tanah 
hak milik hanya dikenal secara umum dengan sebutan Al-Mawat. 
Berdasarkan hal di atas, maka dapat dilihat bahwa Al-Mawat dalam 
hukum islam juga merujuk kepada penelantaran tanah hak milik sehingga 
kriteria penelantaran tanah hak milik dalam hukum Islam hampir sama 
                                                                                                                                                               
2%E2%82%AC%E2%84%A2%20al-Mawat%20dalam%20Hukum%20Islam. Diakses 
tanggal 5 februari 2016, jam 20.00 Wita 
61Ibid 
62Jenis Jenis Hak dalam UUPA yakni Hak MIlik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai. 
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dengan kriteria dalam hukum adat yakni melihat secara langsung keadaan 
fisik dari tanah tersebut apakah di atasnya masih ada pengelolaan atau 
sudah tidak ada dan melihat kondisi tanah apakah masih dalam keadaan 
produktif (Hidup) atau tidak. Meskipun dalam hukum Islam kriteria 
penelantaran tanah hanya disebutkan secara umum tanpa ada perbedaan 
jenis hak sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengenal jenis-jenis hak.  
3. Kriteria Penelantaran Tanah Hak Milik Menurut Peraturan 
Perundang-Undangan. 
 Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.63 
Terdapat berbagi peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai penelantaran tanah hak milik diantaranya: 
a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria 
UUPA sebagai payung hukum Peraturan Perundang-Undangan 
khusus mengenai agraria tidak memberikan kriteria secara tegas terkait 
                                                          
63Lihat Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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penelantaran tanah hak Milik. Pasal 27 UUPA hanya mengatur bahwa 
Hak milik hapus bila: 
a. tanahnya jatuh kepada negara, 
1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18; 
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 
3. Karena diterlantarkan; 
4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2). 
b. Tanahnya Musnah. 
Yang dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa tanah diterlantarkan 
kalau dengan sengaja tidak digunakan sesuai dengan keadaannya atau 
sifat dari pada tujuan dari pada haknya. Dimana terhadap penjelasan 
pasal ini tidak ada ukuran pasti pengunaan yang sesuai dengan 
keadaannya atau sifat pemberian haknya. Tidak ada ukuran secara jelas 
bagaimana bentuk penggunaan tanah hak milk yang tidak sesuai dengan 
keadaan atau sifat pemberian haknya. 
Selain ketentuan Pasal 27 UUPA di atas, sebagaimana dijelaskan 
dalam tinjauan pustaka bahwa salah satu alasan yang mengakibatkan 
suatu tanah dapat dikategorikan tanah terlantar yakni diakibatkan 
terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh 
pemegang hak milik. Dalam UUPA disebutkan berbagai kewajiban-
kewajiban yang yang harus diperhatikan oleh pemegang hak milik. Pada 
Pasal 6 disebutkan bahwa: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi 
sosial. Yang dalam penjelasan umum UUPA pada bagian II angka 4 
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dijelaskan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, 
tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau 
tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinnya, apalagi 
kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah 
harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga 
bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 
mempunyainya maupun bermanfaat masyarakat dan Negara. 
Kemudian Pasal 7 UUPA diatur bahwa untuk tidak merugikan 
kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang 
melampaui batas tidak diperkenankan. Yang dalam penjelasan pasalnya 
diatur bahwa azas yang menegaskan dilarangnya “groot-grondbezit” 
sebagai yang telah diuraikan dalam penjelasan Umum (II angka 7). Pada 
bagian II angka 7 penjelasan umum UUPA dijelaskan bahwa pemilikan 
dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenangkan, 
karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. 
Kemudian Pasal 15 Memelihara tanah, termasuk menambah 
kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap 
orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum 
dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. 
Dalam penjelasan pasanya diatur bahwa tanah wajib dipelihara dengan 
baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim dikerjakan didaerah 
yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari jawatan-
jawatan yang bersangkutan.  
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 Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa kriteria suatu tanah 
hak milik dikatakan terjadi penelantaran berdasarkan UUPA adalah ketika: 
a) Tanah dengan sengaja tidak digunakan sesuai dengan 
keadaannya; 
b) Digunakan tidak sesuai dengan sifat dari pada tujuan dari pada 
haknya. 
c) Terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh 
pemegang hak milik. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6, 7 
dan pasal 15 UUPA. 
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 
Peraturan pemerintah tentang penertiban dan pendayagunaan 
tanah terlantar dibuat karena dilatar belakangi dua faktor penting yakni 
yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dianggap tidak dapat 
lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah 
terlantar sehingga perlu dilakukan penggantian. Yang kedua Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dimaksudkan sebagai pelaksana 
teknis UUPA sebagaimana di amanatkan pasal 27, 34, dan Pasal 40 
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UUPA yang mengariskan bahwa hak atas tanah hapus antara lain karena 
diterlantarkan.64 
Sebagai peraturan pelaksana terhadap UUPA, Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 diharapkan dapat memberikan kriteria 
tegas terkait penelantaran tanah hak milik. Akan tetapi berdasarkan 
analisa penulis, penulis dapat melihat bahwa Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2010 juga tidak memberikan kriteria tegas terkait 
penelantaran tanah hak milik.  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 hanya menjelaskan 
mengenai obyek penertiban tanah terlantar yang salah satunya adalah 
hak milik sebagaimana pasal 2 yang mengatur:  
Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah 
diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, hak Pakai, dan Hak Penggelolaan, atau 
dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak 
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 
atau sifat dan tujuan dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya. 
 Yang dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa:  
Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan 
sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak 
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin 
lokasi, surat pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan 
hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat 
yang berwenang. 
                                                          
64Lihat Poin Menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar 
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 Dari hal di atas, terlihat bahwa selain karena dengan sengaja tidak 
mengunakan hak milik sesuai dengan keadaannya atau sifat dari pada 
tujuan dari pada haknya. Penelantaran tanah juga terjadi ketika tanah 
tidak didaftarkan (disertifikatkan), tidak diusahakan, tidak dipergunakan, 
atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang 
ditetapkan dalam izin lokasi, surat pemberian hak, surat keputusan 
pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya 
dari pejabat yang berwenang. 
Pada Pasal 3 PP ini diatur bahwa: Tidak termasuk obyek 
penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah: 
a. Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama 
perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian 
haknya; dan 
Yang dalam penjelasan pasalnya dijelaskan: 
yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian 
haknnya” dalam ketentuan ini adalah karena Pemegang Hak 
Perseorangan dimaksud tidak memiliki kemampuan dari segi 
ekonomi untuk mengusahakan, mempergunakan, atau 
memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan 
tujuan pemberian haknya. 
Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa terhadap tanah hak milik 
yang kemudian pengelolaannya tidak maksimal dikarenakan keterbatasan 
biaya maka tidak dikategorikan tanah terlantar. Berdasarkan hal ini penulis 
menarik kriteria tanah terlantar berdasarkan PP ini secara umum adalah: 
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a. Tanah dengan sengaja tidak digunakan sesuai dengan 
keadaannya; 
b. Digunakan tidak sesuai dengan sifat dari pada tujuan dari pada 
haknya. 
c. Apabila tanahnya tidak diusahakan atau tidak dipergunakan 
(pengecualian terhadap kriteria ini ketika pengusahaannya 
dimaksudkan tidak dengan secara sengaja melainkan tidak memiliki 
kemampuan dari segi ekonomi untuk mengusahakan, 
mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya 
atau sifat dan tujuan pemberian haknya.). 
d. Tidak didaftarkan (disertifikatkan), tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan persyaratan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi 
surat pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, 
dan /atau dalam izin/ keputusan/ surat lainnya dari pejabat yang 
berwenang. 
c) Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penertiban Tanah Terlantar. 
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah 
terlantar pada pasal 14 yang mengatur bahwa: “ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar diatur 
dalam peraturan Kepala”. Dalam hal ini Peraturan Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional. Oleh karenanya Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Mengeluarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagai aturan teknis 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. 
Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penertiban Tanah Terlantar , dalam hal memberikan kriteria penelantaran 
tanah hak milik pada pokoknya  hampir sama dengan UUPA dan PP no 
10 tahun 2010, Peraturan kepala BPN ini juga tidak memberikan kriteria 
tegas terkait penelantaran tanah hak milik. Pada Bab 1 Ketentuan umum 
peraturan kepala BPN ini dijelaskan bahwa tanah terlantar secara umum 
yakni pada pasal 1 ayat 6 diatur: 
Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh 
negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas 
tanah yang tidak diusahakan, tidak pergunakan, atau tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan 
pemberian hak atau dasar penguasaannya. 
Yang kemudian pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan: 
Tanah yang diindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak 
diusahkan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian. 
Selain ketentuan pasal diatas dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 ini 
pada Pasal 1 bagian 8 juga dijelaskan pihak yang berwenang menetapkan 
suatu tanah dikategorikan tanah terlantar yakni: penetapan tanah terlantar 
adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala terhadap tanah yang 
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terindikasi tanah terlantar menjadi tanah terlantar. Sehingga secara umum 
tidak ada satupun pasal yang menyebutkan secara pasti kapan suatu 
tanah dapat dinilai bahwa telah terjadi tindakan penelantaran 
terhadapnya. Akan tetapi jika ketentuan pasal ini, disistematisir maka 
dapat ditemukan unsur-unsur kriteria yakni: 
a. Terhadap hak milik ini tidak diusahakan, tidak pergunakan, atau 
tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan 
tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. 
Dari ketiga peraturan perundang-undangan di atas, jika kemudian kita 
menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan maka dapat 
disistematisir dalam bentuk tabel sebagaimana tabel dibawah ini: 
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Tabel 1 
Perbandingan Kriteria Penelantaran Tanah Hak Milik dalam peraturan 
perundang-undangan 
NO Peraturan 
Perundang-
Undangan 
Kriteria 
1 UU NO. 5 Tahun 
1960 Tentang 
Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok 
Agraria 
a. Tanah dengan sengaja tidak digunakan sesuai 
dengan keadaannya; 
b. Digunakan tidak sesuai dengan sifat dari pada tujuan 
dari pada haknya. 
c. Terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang 
dilakukan oleh pemegang hak milik. Sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 6, 7 dan pasal 15 UUPA. 
2 PP NO. 11 Tahun 
2010 Tentang 
Penertiban dan 
Pendayagunaan 
Tanah Terlantar 
a. Tanah dengan sengaja tidak digunakan sesuai 
dengan keadaannya; 
b. Digunakan tidak sesuai dengan sifat dari pada tujuan 
dari pada haknya; 
c. Apabila tanahnya tidak diusahakan atautidak 
dipergunakan (pengecualian terhadap kriteria ini 
ketika pengusahaannya dimaksudkan tidak dengan 
secara sengaja melainkan tidak memiliki kemampuan 
dari segi ekonomi untuk mengusahakan, 
mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya); 
d. Tidak didaftarkan (disertifikatkan), tidak dimanfaatkan 
sesuai dengan persyaratan ketentuan yang 
ditetapkan dalam izin lokasi surat pemberian hak, 
surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau 
dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang 
berwenang. 
3 Peraturan Kepala 
BPN Nomor 4 
Tahun 2010 
tentang Tata Cara 
Penertiban Tanah 
Terlantar. 
a. Terhadap hak milik ini tidak diusahakan, tidak 
pergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau 
dasar penguasaannya. 
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 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa secara umum kriteria 
penelantaran tanah hak milik yang ada dalam peraturan perundang-
undangan secara umum hampir sama yakni adannya tindakan secara 
sengaja menelantarkan tanah hak milik dengan secara sengaja tidak 
digunakan sesuai dengan keadaannya atau digunakan tidak sesuai 
dengan sifat dari pada tujuan dari pada haknya. Atau terjadi pelanggaran 
terhadap kewajiban yang dilakukan oleh pemegang hak milik. 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 15 UUPA. 
 Sehingga kriteria penelantaran tanah hak milik berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan yaitu: 
a) Harus ada perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah. 
Dalam penjelasan Pasal 27 UUPA menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan tanah terlantar adalah kalau hak atas tanah 
tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan haknya. Hal yang sama juga 
terdapat dalam penjelasan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 dan 
Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 
4 Tahun 2010 bahwa unsur yang terpenting adalah harus dapat 
dibuktikan bahwa pemegang hak telah dengan sengaja telah 
menelantarkan tanah miliknya. Sengaja dapat ditafsirkan sebagai 
keadaan mampu dari segi ekonomi pemegang hak untuk 
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mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan hak atas 
tanahnya sesuai dengan kewajibannya namun tanah tersebut tidak 
dirawat dan dibiarkan menjadi semak belukar oleh pemegang hak. 
Selain itu pemegang hak tidak melaksanakan kewajibannya 
misalkan tidak membayarkan pajak bumi dan bangunan atas tanah 
tersebut. Apabila pemegang hak memang tidak dengan sengaja 
menelantarkan tanahnya karena ketidakmampuan secara ekonomi, 
maka tanah tersebut dapat dikecualikan sebagai tanah terlantar. 
Hal ini sejalan dengan kriteria dalam hukum adat dan hukum Islam 
yang memandang penelantaran tanah dengan melihat langsung 
kondisi fisik tanah tersebut apakah terdapat pengusahaan di 
atasnya atau tidak. 
b) Harus ada perbuatan mengabaikan kewajibannya 
Kewajiban-kewajiban itu secara umum dapat dikemukakan sebagai 
berikut. Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah berfungsi sosial. 
Artinya terhadap pemegang hak milik tidaklah dapat dibenarkan, 
bahwa tanahnya itu dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-
mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus 
disesuaikan dengan keadaan, sifat dan tujuan dari hak atas tanah 
tersebut, sehingga bermanfaat bagi yang mempunyai hak atas 
tanah maupun bagi masyarakat dan negara. Tidak memelihara 
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tanda-tanda batas, tanah dibiarkan kosong dapat dikategorikan 
sebagai bentuk penyangkalan terhadap fungsi sosial atau tidak 
mengindahkan fungsi sosial hak atas tanah. Setiap orang dan 
badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian 
pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya 
sendiri secara aktif dengan mencegah cara pemerasan. Dengan 
demikian, terkandung azas bahwa pada dasarnya tiap orang tidak 
boleh menyerahkan tanahnya dikerjakan orang lain. Terkandung 
pula azas larangan eksploitasi tanah agar dapat memenuhi 
pertimbangan keadilan. Berarti ada tanggung jawab setiap orang 
untuk menjaga produktivitas tanah, sehingga tidak dibenarkan 
tanah tidak diusahakan secara optimal. Pasal 15 UUPA, 
memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta 
mencegah kerusakannya merupakan kewajiban tiap-tiap orang, 
badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum 
dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonominya 
lemah. Azas hukum yang terkandung adalah larangan tidak 
memelihara tanah, hal tersebut berarti ada kewajiban menambah 
kesuburan tanah serta mencegah kerusakan tanah. Jadi azas ini 
mewajibkan setiap orang, badan hukum atau instansi untuk 
memelihara tanah, menambah kesuburan serta mencegah 
kerusakannya. Adapun melaksanakan kewajiban, harus dengan 
baik dan benar. Hukum menghendaki adanya itikad baik dalam 
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melaksanakan kewajiban antar orang orang yang mempunyai 
hubungan dengan tanah di satu pihak (hubungan subjek dan objek 
hak) demikian juga hubungan antar subjek hak (penerima) dengan 
subjek (pemberi). Apabila itu diabaikan maka kepada pemegang 
hak atas tanah dapat diberi sanksi pencabutan hak karena tidak 
memelihara kesuburan tanah atau tidak menggunakan tanah 
sesuai kondisi lingkungan hidup. Pasal 19 mengatur bahwa untuk 
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahan diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Maka setiap tanah haruslah didaftarkan (disertifikatkan). 
c) Harus ada jangka waktu tertentu dimana pemegang hak 
mengabaikan kewajibannya. 
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 sebagai pengganti 
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Telantar, menyatakan bahwa panitia yang 
susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Badan Pertanahan 
Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional melakukan identifikasi dan penelitian 
terhadap tanah yang terindikasi telantar tersebut. Hal ini 
dilaksanakan terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak ditertibkan Hak 
Pakai, Hak Pengelolaan tersebut; atau sejak berakhirnya izin/ 
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keputusan/ surat dasar penguasaan atas tanah dari Pejabat yang 
berwenang. 
Dari ketiga kriteria di atas ini belum terdapat batasan waktu kapan 
suatu tanah dikategorikan tanah terlantar dan tidak ada penjelasan pasti 
bagaimana bentuk pengusahaan, pengunaan serta pemanfaatan suatu 
tanah hak milik sehingga tidak dikategorikan tanah terlantar. Sehingga 
menurut penulis perlu dibuat sebuah peraturan baru yang memuat 
batasan waktu pasti dan bentuk pengusahaan, pengunaan serta 
pemanfaatan suatu tanah hak milik sehinggatidak dapat dikategorikan 
tanah terlantar. Sebab, tanpa adanya batasan waktu yang pasti dan 
kejelasan bentuk pengusahaan, pengunaan serta pemanfaatan suatu 
tanah hak milik akan menjadikan aturan ini menjadi tidak jelas. 
Peraturan sebagaimana penulis maksudkan dapat dibuat dalam 
bentuk Undang-Undang Khusus Hak Milik. Hal ini sejalan dengan amanat 
dalam Pasal 50 ayat 1 UUPA yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut 
mengenai hak milik diatur dengan Undang-Undang. Dengan hadirnya 
undang-undang khusus hak milik maka penegakan penelantaran tanah 
hak milik akan dengan mudah dilakukan. Sehingga potensi keuntungan 
yang didapatkan negara dari hasil optimalisasi penertiban tanah terlantar 
dengan alas hak milik dapat dioptimalkan.  
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B. Pandangan Masyarakat Terhadap Penelantaran Tanah Hak Milik. 
 Satjipto Raharjo mengatakan bahwa “hukum itu adalah persoalan 
manusia dan bukan semata-mata persoalan peraturan, serta hukum itu 
ada untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum, bukankah 
sebaiknya hukum itu mengalir saja”.65 Hal ini sejalan dengan apa yang 
dikemukan oleh Eugen Ehrlch yang mengatakan bahwa hukum bukanlah 
konsep intelektual tetapi adalah realitas hubungan antara manusia itu 
sendiri, hukum merupakan hubungan antar manusia. Manusia merupakan 
sentral dalam menempatkan fungsi hukum dalam masyarakat.66 Sehingga 
hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 
Hukum haruslah sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
 Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern 
adalah pengunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Dimana hukum 
tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah 
laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk 
mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan 
kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola 
kelakuan baru dan sebagainnya.67 Penelantaran tanah hak milik dalam 
konteks masyarakat modern merupakan perbuatan hukum yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
                                                          
      65Nam Rumkel, 2013, Eksistensi Hukum Adat “Larwul Ngabal” di Kepulauan Kei 
dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang berbasis Pada Kearifan Lokal, 
Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana univeristas Hasanuddin, Makassar 
66Ibid 
67Satcipto Raharjo, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 216 
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 Pengaturan mengenai penelantaran tanah hak milik sebagaimana 
disebutkan diawal diatur dalam UUPA tepatnya pada pasal 27 yang 
menyebutkan salah satu alasan hapusnya hak milik karena adannya 
tindakan penelantaran. Yang kemudian melahirkan aturan pelaksana 
yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang pada pasal 
2 diatur bahwa salah satu obyek tanah terlantar yakni tanah yang telah 
diberi hak milik di atasnya. Dimana peraturan pemerintah ini melahirkan 
Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penertiban Tanah Terlantar. 
 Berbagai peraturan perundang-undangan pada kenyataannya 
haruslah dilihat secara nyata dalam praktik dilapangan bagaimana 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam artian 
bagaimana pandangan masyarakat terkait keberadaan konsep 
penelantaran tanah hak milik itu sendiri.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat 
terhadap penelantaran tanah hak milik berbeda dengan konsep yang ada 
dalam peraturan perundang-undangan. Dalam realitas masyarakat konsep 
penelantaran tanah hak milik dianggap sebagai sesuatu hal yang sulit 
diwujudkan bahkan dianggap sebagai konsep yang tidak ada. 
Sebagaimana penuturan kepala seksi Pengendalian dan pemberdayaan 
75 
 
masyarakat Badan Pernahan Nasional Kota Makassar yang menuturkan 
bahwa:  68 
“Untuk daerah perumahan yang alas haknya adalah hak milik tidak 
ada tindakan penelantaran tanah. Konsep penelantaran tanah itu 
hanya untuk Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Sehingga 
secara umum untuk kota Makassar tidak ada tidakan penelantaran 
tanah hak milik”. 
 Dari wawancara di atas terllihat bahwa penetapan tanah terlantar 
untuk alas hak milik belum pernah dilakukan oleh Kantor Badan Pernahan 
Kota Makassar. Padahal berdasarkan pengamatan penulis dilapangan 
untuk Kota Makassar berdasarkan penjelasan dalam Peraturan 
Perundang-Undangan terdapat banyak tanah yang dapat dikategorikan 
tanah terlantar. Tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah yang dalam 
jangka waktu yang lama tidak manfaatkan oleh pemiliknya dan secara 
sengaja diterlantarkan. Sebagaimana tanah hak milik yang terletak di jalan 
damai kelurahan kera-kera kecamatan tamalanrea indah. Yang dalam 
pengamatan penulis dengan mengacu kepada penjelasan pasal 27 
UUPA, Pasal 2 dan 3 PP No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN 
Nomor 4 Tahun 2010. Dimana tanah tersebut berdasarkan wawancara 
penulis dengan warga sekitar tanah bahwa tanah tersebut telah lama 
dibiarkan kosong tanpa ada pengusahaan di atasnya sebagaimana 
                                                          
68Wawancara dengan H. Nuraeni, S.H.,M.H selaku kepala seksi Pengendalian dan 
pemberdayaan masyarakat Badan Pernahan Nasional kota Makassar. Tanggal 2 februari 
2016 
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pemaparan warga sekitar tanah yang terindikasi tanah terlantar yang 
memaparkan bahwa:69 
“Tanah kosong tersebut selama saya berada di sini (sudah hampir 
10 Tahun) memang tidak pernah di urus dan selalu kosong. Tanah 
tersebut dibiarkan kosong dan tidak ada pengelolaan di atasnya 
dikarena tidak ada masyarakat sekitar yang berani mengelola. 
Tanah tersebut hanya biasa dimanfaatkan warga untuk tempat 
mengambil rumput untuk makanan ternaknya”. 
 Dari hal di atas, terlihat bahwa tanah yang penulis maksud dalam 
tempo waktu yang lama telah dibiarkan kosong tanpa pengelolaan di 
atasnya. Dimana jika mengacu kepada kriteria sebagaimana pembahasan 
pertama maka dapat dikategorikan tanah terlantar. Pemilik tanah yang 
terindikasi tanah telantar dalam wawancara dengan penulis menuturkan 
bahwa:70 
“Tanah saya yang dijalan damai itu tidak terlantar. Tanah tersebut 
sengaja tidak dikerjakan karena tanah tersebut mau saya jual 
hanya saja sampai saat ini belum ada pembelinya. Memang benar 
bahwa tanah saya tersebut telah lama saya biarkan kosong akan 
tetapi tanah tersebut sudah ada sertifikatnya jadi tanah saya itu 
sudah tidak dapat lagi terlantar. Karena tanah terlantar itu kalau 
tidak ada sertifikatnya”. 
Dari di atas terlihat bahwa dalam realitas masyarakat konsep 
penelantaran tanah hak milik berbeda dengan konsep penelantaran tanah 
menurut peraturan perundang-undangan. Dalam realitas masyarakat 
upaya pemilik tanah dalam mensertifikatkan tanahnya diangap sebagai 
upaya mencegah tanahnya terkategori tanah terlantar. Selain itu dalam 
realitas masyarakat juga terdapat pandangan bahwa tindakan menjadikan 
                                                          
       69Hasil Wawancara dengan Bapak Ariyanto. Tanggal 7 januari 
       70 hasil wawancara penulis dengan pemilik tanah Bapak Fajar. Tanggal 10 januari 
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tanah kosong tanpa adanya upaya pengelolaan tidak dianggap sebagai 
tindakan penelantaran tanah hak milik. Padahal tindakan ini jelas tindakan 
penelantaran tanah hak milik sebab menjadikan tanah kosong tanpa 
pengelolaan adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat 
pengelolaan tanah serta amanat pasal 6 UUPA yang mengatur bahwa 
setiap tanah mempuyai fungsi sosial. 
Perbedaan pandangan konsep penelantaran tanah hak milik dalam 
peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial sebagaimana di 
atas turut terjadi di Kabupaten Maros sebagaimana pemaparan Kepala 
Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Maros yang menuturkan bahwa: 71 
“Penetapan suatu hak milik menjadi terlantar sulit dilakukan. Untuk 
penetapan hak sebagai tanah terlantar belum pernah dilakukan 
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros. 
Penetapan tanah terlantar berdasarkan PP No. 11 tahun 2010 dan 
Perkaban No. 4 Tahun 2010, masih sebatas untuk tanah dengan 
alas hak, hak guna Bangunan. Kesulitan penetapan tanah terlantar 
untuk hak milik ini dikarenakan Peraturan Perundang-Undangan 
belum memberikan kriteria tegas terkait tanah terlantar khususnya 
untuk kriteria untuk hak milik.  
 Dari hal di atas terlihat bahwa sebagaimana yang terjadi di Kota 
Makassar, untuk kabupaten maros belum ada penetapan tanah terlantar 
untuk hak milik. Penetapan tanah terlantar hanya untuk tanah dengan alas 
hak guna bangunan. Sebagaimana data yang penulis dapatkan dibawah 
ini: 
                                                          
71Hasil wawancara dengan Bapak Hilal S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Pengaturan 
Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros. Tanggal 10 
Februari 2016 
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Tabel 2 
Hasil Identifikasi Tanah Terlantar Di Kab. Maros Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar Dan Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban 
Tanah Terlantar. 
Sumber: Data Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Maros. 
 Kepala Sub Seksi Sengketa konflik dan Perkara turut 
membenarkan sulitnya menetapkan suatu hak milik menjadi tanah 
terlantar. Sebagaimana penuturannya yang menyampaikan bahwa:72 
                                                          
       72 Wawancara dengan ibu Sufiarma selaku Kepala Sub Seksi Sengketa konflik dan 
Perkara. Tanggal 10 februari 2016 
NO NAMA 
PEMEGANG HAK 
NO. 
HAK 
LETAK TANAH PERUNTUKAN LUAS 
(Ha) 
1 PT. Bermuda 1 HGU Desa 
Kurusumange 
kecamatan 
Mandai 
Kebun/Peternakan 41.46 
Ha 
2 PT. BERMUDA 1 HGU Desa Tompobulu 
Kecamatan 
Mandai 
Kebun/Peternakan 194.10 
Ha 
3 PT. MATRACO 1 HGU Desa Batuputih 
Kecamatan 
Camba 
Kebun/Peternakan 200 Ha 
4 PT. MALLA AMIR 
TRADING COG 
1 HGU Desa Bawa Putih 
Kecamatan 
Mallawa 
Kebun 249 Ha 
5 PT. MALLA AMIR 
TRADING COG 
1 HGU Desa Padaelo 
Kecamatan 
Mallawa 
Kebun 259 Ha 
6 PT. BERMUDA 1 HGU Desa Janetaesa 
Kecamatan 
Simbang 
Kebun/Peternakan 244.17
5 Ha 
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“Penetapan tanah hak milik sebagai tanah terlantar sangat sulit 
dilakukan sebab payung hukum peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai hak milik masih sangat lemah. Dalam 
praktik penetapan tanah hak milik sebagai tanah terlantar masih 
sangat susah bahkan untuk penetapan tanah hak guna usaha dari 
100% kasus yang kita perkarakan tingkat kemenangan Kantor 
Badan Pertanahan hanya 20% apalagi untuk hak milik”. 
Selain permasalahan di atas, dalam realitas masyarakat konsep 
penelantaran tanah hak milik belum diketahui dengan oleh masyarakat 
termasuk aparatur pemerintah daerah sebagaimana pendapat camat 
mandai yang memaparkan bahwa:73 
Konsep penelantaran tanah hak milik tidak pernah saya dengar, 
dan menurut saya tidak ada tanah hak milik yang terlantar di 
daerah saya. Selama saya menjabat sebagai camat memang 
benar penah mendapatkan perintah untuk melakukan identifikasi 
tanah terlantar akantetapi hanya sebatas tanah pertanian yang 
belum bersertifikat. Jadi tanah terlantar hanya untuk tanah 
pertanian yang belum bersertifikat. 
 Perbedaan pandangan masyarakat dengan peraturan perundang-
undangan di atas serta ketidak tahuan masyarakat terkait penelantaran 
tanah hak milik menjadikan penegakan serta penetapan hak milik menjadi 
terlantar sulit dilakukan. Padahal berdasarkan pengamatan langsung 
penulis untuk wilayah Kabupaten Maros sebagaimana di Kota Makassar 
masih terdapat banyak tanah hak milik yang dapat dikategorikan tanah 
terlantar sebagaimana tanah yang terletak di Desa Desa Timbuseng 
Kecamatan Camba. 
                                                          
73Hasil Wawancara Bapak Machmud Osman selaku Camat Kecamatan Mandai. 
Tanggal 10 Februari 2016 
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Dari hasil pengamatan penulis dan dengan wawancara langsung 
dengan masyarakat sekitar tanah yang terindikasi tanah terlantar, penulis 
mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut sudah lama tidak diurus 
oleh pemegang hak milik. Dimana tanah tersebut sudah sekitar 10 tahun 
tidak diurus oleh pemegang hak milik sebagaimana penuturan bapak Anto 
yang memaparkan:74 
“Tanah kosong tersebut selama saya berada di sini (sudah hampir 
10 Tahun) memang tidak pernah di urus dan selalu kosong. Tanah 
tersebut sekarang digunakan sebagai tempat penampungan 
sampah oleh masyarakat”. 
 Dari hal ini terlihat bahwa dalam kenyataan dilapangan masih 
terdapat tanah yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan 
haknya sebagaimana tanah di atas. Dimana pada hakikatnya pemberian 
hak milik sebagaimana diatas diperuntukan untuk pembangunan rumah 
akan tetapi selah terbitnya sertifikat hak milik bangunan di atas tanah 
tersebut belum juga dibangun. Sebagaimana pemaparan pemilik tanah 
yang terindikasi tanah terlatar yang memaparkan bahwa:75 
“Tanah saya yang Desa Timbuseng Kecamatan Camba itu tidak 
terlantar. Tanah tersebut belum dikerjakan karena tanah tersebut 
masih dalam kondisi sengketa”. 
 Berbagai permasalahan di atas pada akhirnya haruslah 
mendapatkan solusi yang tepat. Solusi sebagaimana yang penulis 
maksud adalah dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarat guna 
                                                          
74Wawancara dengan Bapak Anto salah satu warga sekitar tanah terlantar. Tanggal 
25 Februari 2016 
     75Wawancara dengan Bapak Rasyid salah satu warga sekitar tanah terlantar. Tanggal 
26 Februari 2016 
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tercapainya pemahaman hukum yang baik ditengah-tengah masyarakat. 
Karena dengan pemahaman hukum yang baik maka akan timbul 
kesadaran hukum masyarakat sehingga terjadi sinergi antara peraturan 
perundangan-undangan dengan masyarakat sebagaimana pendapat 
Satjipto Raharjo di awal bahwa pada pokonya hukum hadir untuk 
masyarakat bukan masyarakat untuk hukum. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Tidak ada kriteria tegas penelantaran tanah hak milik. Kriteria 
penelantaran tanah hak milik hanya dapat ditemukan dengan 
mensistemasir unsur-unsur pengertian yang ada terkait penelantaran 
tanah hak milik. Dimana dengan mensistemasir unsur-unsur 
pengertian yang ada, ditemukan bahwa kriteria penelantaran tanah 
hak milik menurut hukum adat adalah dengan melihat langsung kondisi 
tanah apakah di atas tanah tersebut masih terdapat pengusahaan atau 
tidak, Kriteria menurut penelantaran tanah menurut hukum islam 
adalah dengan melihat langsung kondisi tanah apakah masih produktif 
atau tidak, sedangkan kriteria penelantaran tanah hak milik menurut 
peraturan perundang-undangan adalah a). Harus ada perbuatan yang 
sengaja tidak menggunakan tanah, b). Harus ada perbuatan 
mengabaikan kewajibannya, c). Harus ada jangka waktu tertentu 
dimana pemegang hak mengabaikan kewajibannya. 
2. Pandangan masyarakat terhadap penelantaran tanah hak milik 
berbeda dengan konsep yang ada dalam undang-undang. Dalam 
realitas masyarakat keberadaan sertifikat tanah dianggap merupakan 
upaya untuk mencegah tanah menjadi terlantar dan penetapan status 
tanah untuk hak milik menjadi sesuatu yang sulit dilakukan sebab 
dasar hukum yang belum tegas. 
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B. Saran 
1. Perlu dibuat aturan khusus terkait hak milik. Bentuk aturan khusus 
tersebut dalam bentuk Undang-Undang Khusus Hak Milik 
sebagaimana amanat pasal 50 ayat 1 UUPA yang mengatur ketentuan 
lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-Undang. 
Dimana dalam aturan tersebut di camtumkan secara tegas terkait 
kriteria penelantaran tanah hak milik, termasuk batasan pasti waktu 
untuk menetapkan suatu tanah hak milik sebagai tanah terlantar. 
2. Ketika aturan hukum terkait penelantaran tanah hak milik telah baik. 
Maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 
keberadaan aturan tersebut. Khususnya kepada aparatur Badan 
Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang diberi wewenang 
mengatur terkait Tanah Terlantar dan aparatur pemerintah dalam hal 
ini Pemerintah Daerah setempat. 
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